
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1060, 2017 KEMEN-LHK. SDM-LHK. Perencanaan dan 

Pengembangan. Pedoman.  
 

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P.46/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2017 

TENTANG  

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 70 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara sebagai profesi 

berlandaskan pada prinsip kompetensi yang diperlukan 

sesuai dengan bidang tugas memiliki hak dan 

kesempatan untuk mengembangkan kompetensi; 

  b.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap 

tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau 

meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi 

kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya 

melalui pelatihan kerja; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

tentang Pedoman Perencanaan dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3419); 

  2.  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4412); 

  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4660); 

  4.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

  5.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang  

Penelitian dan Pengembangan, serta Pendidikan dan 

Pelatihan Kehutanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5099); 

 9.  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang  

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

  10.  Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 8); 

  11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

713); 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN 

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA LINGKUNGAN 

HIDUP DAN KEHUTANAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan yang selanjutnya disingkat SDM adalah 

www.peraturan.go.id



2017, No. 1060 -4- 

individu baik aparatur, non aparatur dan masyarakat 

yang bekerja dan berperan secara aktif pada bidang 

lingkungan hidup dan kehutanan. 

2. Perencanaan Pengembangan SDM adalah kegiatan 

perumusan kebijakan, perencanaan, penyiapan bahan 

koordinasi, monitoring dan evaluasi, pembinaan serta 

pengembangan SDM. 

3. Pengembangan SDM adalah perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengembangan, 

pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, 

serta peningkatan kompetensi SDM agar tercapai tujuan 

organisasi dan masyarakat. 

4. SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah 

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan 

perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah di 

bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 

5. SDM Non Aparatur adalah orang yang ditugaskan oleh 

pemerintah atau lembaga non pemerintah untuk 

menunjang atau melaksanakan tugas-tugas aparatur 

atau lembaga non pemerintah. 

6. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk 

sebuah sistem, saling tergantung satu sama lain, dalam 

bentuk organisasi  atau bukan organisasi yang secara 

tidak langsung membantu pemerintah di bidang 

lingkungan hidup dan kehutanan. 

7. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap 

individu yang mencakup aspek pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan 

standar yang ditetapkan. 

8. Unit Kompetensi adalah standar kompetensi kerja yang 

harus dicapai oleh SDM pada jabatan tertentu yang telah 

ditetapkan oleh dunia kerja. 

9. Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis 

maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang 

relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau 

belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau 

kualifikasi tertentu. 
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10. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu 

yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

11. Pemetaan SDM adalah kegiatan mengidentifikasi kualitas 

dan kuantitas individu maupun kelompok dalam 

kapasitasnya sebagai pemangku tugas/jabatan tertentu. 

12. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat 

Diklat adalah proses penyelenggaraan pembelajaran 

dalam rangka membina sikap dan perilaku serta 

meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan peserta 

diklat agar mampu melaksanakan tugas. 

13. Perencanaan Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

adalah proses penetapan tujuan, kegiatan dan perangkat 

yang diperlukan dalam penyelenggaraan diklat untuk 

memberikan pedoman dan arah guna menjamin 

tercapainya tujuan penyelengaraan diklat lingkungan 

hidup dan kehutanan. 

14. Pelatihan Masyarakat adalah setiap usaha untuk 

memberikan dan/atau meningkatkan  pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan perilaku masyarakat di bidang 

lingkungan hidup dan kehutanan. 

15. Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup adalah 

upaya penumbuhan dan peningkatan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap generasi lingkungan hidup di 

bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

melalui pembinaan, evaluasi, dan pemberian 

penghargaan. 

16. Instansi Lingkungan Hidup Provinsi atau 

Kabupaten/Kota adalah instansi yang bertanggung jawab 

di bidang lingkungan hidup di provinsi atau 

kabupaten/kota. 

17. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia yang selanjutnya disingkat Badan P2SDM 

adalah badan yang membidangi penyuluhan dan 

pengembangan sumber daya manusia di Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
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